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BIDANG DALAM NEGERI

Pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 pukul 06.35 WIT, telah
terjadi penembakkan yang diduga dilakukan Kelompok Kriminal
Separatis Bersenjata (KKSB) Papua terhadap personil Yonif Raider
400/BR yang berada di Pos 3 Titik Kuat Titigi, Distrik Sugapa, Kab.
Intan Jaya, Papua. Akibat penembakan tersebut, Pratu Roy
Vebrianto NRP 31150371560295, Tabak SPR Titik Kuat Titigi
tertembak pada bagian dada sebelah kanan, sedangkan Pratu Dedi
Hamdani tertembak saat melakukan pengejaran KKSB yang
menembak Pratu Roy Febrianto. Kedua korban meninggal dunia
saat proses evakuasi ke RSMM Mimika.
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a. Penembakan KKSB terhadap Yonif Raider 400/BR mengakibatkan Pratu Roy Vebrianto
tertembak pd bagian dada sebelah kanan dan meninggal saat proses evakuasi, sedangkan Pratu
Dedi Hamdani tertembak saat melakukan pengejaran KKSB yang menembak Pratu Roy dan juga
meninggal saat proses evakuasi.

b. Aksi penyerangan bersenjata oleh KKSB yang masih terus terjadi di Papua sangat mengganggu
aktivitas dan ketenteraman masyarakat serta mengganggu proses pembangunan yang
dilakukan pemerintah.
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N Kemhan berkoordinasi dengan TNI dan Polri serta K/L terkait untuk meningkatkan dan selalu

mengevaluasi pola operasi penanganan Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata-Organisasi Papua
Merdeka (KKSB-OPM).

Penembakan terhadap Yonif Raider 400/BR di Pos 3

Jaga Titik Kuat Titigi, Sugapa Intan Jaya, Papua
MEDIA EXPOSURE

256 Berita Online

1.775.047 Cuitan Twitter

25 Posting Facebook

2

3

4

RENDAH SEDANG TINGGI

TINGKAT ANCAMAN NASIONAL

Penembakan terhadap Pos 3 Titik Kuat Titigi, Distrik Sugapa, Kab.
Intan Jaya, Papua diduga dilakukan oleh Kelompok Kriminal
Separatis Bersenjata (KKSB) Papua pimpinan Leuwis Kogoya.
Kelompok ini dan KKSB Papua lainnya selama ini lebih sering
melakukan upaya penyerangan ke pos-pos pengamanan TNI/Polri
dengan pola penembakan jarak jauh dan langsung melarikan diri
dengan memanfaatkan kondisi medan yang sulit untuk pengejaran.
Dimungkinkan KKSB masih akan terus melakukan serangkaian
serangan bersenjata atau teror lainnya terhadap Apkam TNI-Polri
maupun masyarakat sipil di wilayah Papua, mengingat pengejaran
yang dilakukan aparat keamanan belum berhasil menangkap
kelompok tersebut karena sangat menguasai medan manuvernya.

RENDAH SEDANG TINGGI

RENDAH SEDANG TINGGI

TINGKAT ANCAMAN PROVINSI

TINGKAT ANCAMAN KABUPATEN/KOTA
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BIDANG ASIA PASIFIK

Jepang telah memperoleh kepastian kelanjutan dukungan
AS terkait sengketa Kepulauan Senkaku yang diklaim oleh
China. Kepastian tersebut terlontar dari pernyataan Jake
Sullivan, penasihat keamanan nasional untuk Presiden AS
Joe Biden, yang telah menegaskan bahwa Pasal 5 perjanjian
keamanan Jepang-AS, yang menetapkan kewajiban
pertahanan AS kepada Jepang, berlaku untuk Kepulauan
Senkaku Jepang di Laut Cina Timur. Amerika Serikat
menentang setiap tindakan sepihak yang mengancam
merusak penguasaan Jepang atas Kep. Senkaku.
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K Kebijakan keamanan AS terhadap Jepang akan mendorong Jepang melanjutkan upayanya

untuk terus meningkatkan respon terhadap kehadiran kekuatan militer China di sekitar

Senkaku. Hal ini akan memperbesar kemungkinan terjadinya ketegangan di wilayah

tersebut di masa yang akan datang.
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N Kemhan agar terus mengajak seluruh negara mitra di kawasan baik melalui forum bilateral

maupun regional seperti ASEAN ADMM-Plus untuk terus berkomitmen pada penyelesaian
sengketa melalui diplomasi untuk menjaga perdamaian kawasan.

Jepang Peroleh Kepastian Kelanjutan Dukungan AS atas Sengketa Senkaku
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INDIKATOR  ANCAMAN TERHADAP KEPENTINGAN NASIONAL 

AMAN MENGKHAWATIRKAN WASPADA SIAGA

IMPLIKASI POLITIK

BERDAMPAK TIDAK
LANGSUNG

IMPLIKASI SOSIAL

BERDAMPAK TIDAK  
LANGSUNG

IMPLIKASI EKONOMI

BERDAMPAK  TIDAK 
LANGSUNG

IMPLIKASI HUKUM

BERDAMPAK TIDAK 
LANGSUNG

IMPLIKASI HANKAM

BERDAMPAK TIDAK 
LANGSUNG
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Beberapa tahun terakhir, Jepang mengalami tekanan yang

meningkat dari China terkait sengketa kepulauan Senkaku.

Pergantian kepemimpinan AS menimbulkan kekhawatiran

akan adanya perubahan kebijakan keamanan yang akan

melemahkan posisi Jepang. Dengan penegasan kebijakan

keamanan AS terhadap Jepang yang tidak berubah, maka

Jepang akan lebih merasa secure dalam menghadapi aksi-

aksi provokatif China dalam sengketa kepulauan Senkaku.
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KAWASAN AMERIKA, EROPA, DAN AFRIKA

Kongres AS Menyetujui Pemilihan Lloyd Austin Sebagai Menhan

Kongres AS telah menyetujui pilihan Presiden AS Joe Biden yakni Llyod Austin sebagai Menhan pada
pemerintahannya. Keputusan Kongres AS tersebut dihasilkan setelah anggota parlemen DPR dan Senat
memilih untuk mengesampingkan undang-undang yang memblokir pensiunan jenderal yang baru-baru
ini untuk menduduki jabatan tersebut. Keputusan ini membuktikan bahwa Lloyd Austin, yang
merupakan mantan jenderal bintang empat Angkatan Darat dan Kepala Komando Pusat AS, dapat
dikukuhkan sebagai pemimpin baru dan sekretaris pertahanan berkulit hitam pertama yang dimiliki AS.
DPR pertama kali memberikan suara secara bipartisan, 326-78 suara untuk mengesampingkan masa
tenang tujuh tahun bagi Austin, yang sudah pensiun pada tahun 2016, untuk bertugas di jabatan teratas
Departemen Pertahanan. Senat sendiri membutuhkan 60 suara untuk disahkan, dan selanjutnya segera
menyetujuinya dengan penghitungan bipartisan 69-27 suara.
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Persetujuan Kongres AS baik perwakilan dari Partai Demokrat dan Republik telah menentang pemberian
langkah administrasi yang begitu cepat, karena rentan merusak prinsip kontrol sipil atas militer. Namun,
untuk kebutuhan mendesak, ada beberapa anggapan bahwa pemilihan Menhan merupakan suatu hal
krusial, dimana keamanan nasional sangat membutuhkan Presiden AS Joe Biden memiliki Menhan dan
Departemen Pertahanan untuk memiliki stabilitas baik termasuk membersihkan kekacauan yang sudah
ada secara menyeluruh dan mengembalikan fungsi Departemen Pertahanan menjadi lebih efektif.
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Keputusan Kongres AS yang mengesampingkan administrasi pada pemilihan Llyod Austin sebagai
Menhan menjadi bukti bahwa peran dan fungsi Menhan sangat penting dalam mengeluarkan kebijakan-
kebijakan strategis pertahanan baik pada skala nasional maupun internasional. AS memandang memiliki
lingkungan ancaman kompleks, terutama datang dari China, Rusia, Iran, Timur Tengah, Korea Utara, serta
ancaman pemberontakan dalam negeri yang akhir-akhir ini memanas akibat situasi politik. Selain itu,
bagi AS, negara musuh akan berusaha untuk mengeksploitasi periode transisi pemerintahan AS saat ini,
maka sangat penting bagi AS untuk segera untuk melakukan kegiatan intelijen dan melaksanakan
kebijakan keamanan nasional tanpa adanya hambatan hanya karena masalah administrasi atau
penundaan pemilihan Menhan.
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1. Kemhan mendorong Kemlu menguatkan dan meningkatkan diplomasi sebagai tanggapan atas
pendekatan kontra-intervensi China khususnya yang semakin agresif oleh China di Indo-Pasifik sehingga
membutuhkan postur kekuatan politik dan keamanan yang lebih tangguh dan terdistribusi di Indo-Pasifik.
2. Kemhan mendorong Ditjen Strahan meningkatkan dan menguatkan kerja sama pertahanan antara
Indonesia dan AS dimana secara global, tantangan paling signifikan yang akan hadapi adalah memastikan
upaya berkelanjutan untuk mempersiapkan dan memperkuat militer kedua negara bagi lanskap
keamanan masa depan yang dinamis.
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BIDANG MEDIA SOSIAL > VAKSIN COVID-19

Isu Vaksin Mandiri oleh Perusahaan kepada
Karyawan

Isu pemberian vaksin mandiri oleh beberapa perusahaan sempat
menimbulkan sentimen negatif karena dipersepsikan sebagai upaya
mendapatkan vaksin oleh suatu kelompok dan korporasi secara monopoli
merebut hak vaksin bagi masyarakat miskin.D
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A
N Kemhan mendorong pemerintah untuk menerbitkan regulasi untuk

mengatur mekanisme pemberian vaksin mandiri oleh perusahaan dan
melakukan sosialisasi kepada masyarakat.
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Niat beberapa perusahan yang akan melakukan vaksinasi mandiri bagi para karyawannya menjadi
pertimbangan pemerintah saat ini. Pemerintah terbuka dengan berbagai opsi yang bisa mempercepat
vaksinasi, termasuk vaksinasi mandiri. Hal ini untuk mempercepat proses tercapainya target 70% populasi di
Indonesia menerima vaksin Covid-19 untuk herd-immunity. Namun, pemerintah ingin dan perlu memastikan
hak atas kesehatan seluruh rakyat terjamin terpenuhi. Perlu pengaturan lebih lanjut bahwa apabila vaksinasi
mandiri bagi perusahan ini terealisasi maka merk vaksin dan lokasi pelaksanaannya akan dibedakan dengan
yang digratiskan oleh pemerintah. Agar pemberian vaksin mandiri bagi perusahaan dapat berjalan dengan
lancer dan tidak menimbulkan spekulasi negatif di masyarakat, maka pemerintah perlu menerbitkan regulasi
terkait aturan dan mekanisme pemberian vaksin mandiri oleh perusahaan kepada karyawannya.
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LEVEL ANCAMAN ISU VAKSIN COVID-19 DARI MEDSOS DALAM NEGERI

AMAN MENGKHAWATIRKAN WASPADA SIAGA

LEVEL ANCAMAN ISU VAKSIN COVID-19 DARI MEDSOS LUAR NEGERI

AMAN MENGKHAWATIRKAN WASPADA SIAGA

Berdasarkan data Intelligence Socio Analytics (ISA) tanggal 23 Januari 2021, pukul
05.00, isu vaksin Covid-19 dalam perbincangan di Medsos, khususnya platform
Twitter mengalami trend menurun, dengan proporsi sentimen positif 38,5%, negatif
39,8%, dan netral 21,7%, dimana persepsi netizen cenderung ke arah kemarahan
dan antisipasi. Pada tanggal 22 Januari 2021, Menteri Kesehatan Budi Gunadi
Sadikin menyatakan bahwa pemerintah terbuka dengan berbagai opsi yang bisa
mempercepat vaksinasi, termasuk vaksinasi mandiri. Namun, pemerintah ingin
memastikan hak atas kesehatan seluruh rakyat terjamin.


